
Rp6,65 Miliar untuk Turap SKM Ruhui Rahayu

5Rang

Kondisi terkini bantaran SKM di samping Jembatan Ruhui Rahayu, Kelurahan Temindung
Permai.

(Sumber gambar:korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Upaya penataan kawasan padat penduduk
di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) masih terus dilanjutkan oleh Pemerintah
Kota Samarinda. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap lahan
di tepi sungai, sehingga ruang aliran air menjadi semakin sempit dan mengalami
penumpukan sedimentasi. Kondisi tersebut memengaruhi fungsi utama sungai sebagai
jalur pengendali banjir. Salah satu area yang kini menjadi fokus penanganan berada di
sisi Jembatan Ruhui Rahayu, Kelurahan Temindung Permai.

Sebelumnya, sejumlah bangunan berdiri di kawasan tersebut. Namun sebagian besar

warga telah menerima sosialisasi dan dana kerohiman' sejak tahun lalu untuk

meninggalkan kawasan bantaran sungai. Kini, tinggal dua bangunan terakhir yang telah
dituntaskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota
Samarinda.
Setelah pembersihan lahan rampung, giliran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (PUPR) Kota Samarinda yang turun tangan untuk membangun turap. Pekerjaan
ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2025, dengan nilai kontrak sebesar Rp6,65 miliar. Dana
tersebut digunakan untuk membangun turap sepanjang 15 meter, tinggi sekitar 2 meter,
dan kedalaman mencapai 13 meter.
“Kami mohon pengertiannya selama dilakukan pengerjaan karena akses di dalam gang
akan terganggu,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Segmen Ruhui Rahayu, Dedy
Sumbawardana, Senin (30/6/2025).
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Untuk sementara, warga diimbau menggunakan jalur alternatifmelalui Jalan Belatuk 1.

Hal ini guna menghindari potensi bahaya akibat lalu lintas alat berat.

Dedy menjelaskan, pekerjaan akan berlangsung selama 150 hari kalender, dimulai sejak
13 Juni hingga 9 November 2025. Saat ini, pihaknya masih menyelesaikan tahap awal,
yakni pembuatan jalur akses bagi alat berat, yang dibuat menggunakan timbunan tanah
di sisi jembatan, dengan panjang mencapai 84 meter.

“Kami siapkan akses khusus itu untuk alat berat di samping jembatan, karena kegiatan
ini dikhawatirkan bisa berdampak ke rumah warga di sekitar lokasi,” tutupnya.
(anw/ht/mm)

Sumber berita:
Koran Kaltim, Rp6,65 Miliar untuk Turap SKM Ruhui Rahayu, 01/07/2025.

Catatan:
1. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

(PP 38/2011) diatur bahwa pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh,
terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan
kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

2. Dalam Pasal 4 PP 38/2011 diatur bahwa pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 36 ayat (2) PP 38/2011 diatur bahwa pembangunan prasarana

pengendali banjir dilakukan dengan membuat:
a. peningkatan kapasitas sungai:

tanggul,
pelimpah banjir dan/atau pompa,
bendungan, dan

perbaikan drainase perkotaan.

b.

' Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam rangka Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023
dijelaskan bahwa dana kerohiman adalah dana santunan yang diberikan kepada pihak yang berhak
menerima bantuan dana kerohiman.
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c.
d.

e.


